BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 3&/ /2022

TENTANG

PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN TABALONG PERIODE 2022-2027

BUPATI TABALONG,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7
Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2016
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal
Kabupaten Tabalong, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong
Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik
Lokal Kabupaten Tabalong;

bahwa masa jabatan Dewan Pengawas Lembaga
Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tabalong Periode
2017-2022 telah berakhir, maka perlu mengangkat
Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal
Kabupaten Tabalong Periode 2022-2027;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Bupati Tabalong;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4252), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);



10.

iDe

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang
Penggunaan Spektrum Radio dan Orbit Satelit (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3980), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos,
Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4485), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos,
Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 304),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021
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tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi
dan Informatika Nomor © Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 927);

11. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal
Provinsi dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal
Kabupaten /Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik
Lokal Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2015 Nomor 09);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2016
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor
09 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lembaga
Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 17),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Tabalong Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2016
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal
Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2022 Nomor 32);

15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Mengangkat Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal
Kabupaten Tabalong Periode 2022-2027 dengan susunan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
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Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menetapkan kebijakan umum, kebijakan penyiaran,
rencana kerja dan anggaran, kebijakan pengembangan
kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi
pelaksanaan kebijakan tersebut dengan arah dan tujuan
penyiaran;

b. menetapkan pembagian tugas setiap Kepala Stasiun;

c. mengikuti perkembangan LPP Lokal dan dalam hal
menunjukan kemunduran segera melaporkan kepada
Bupati dengan disertai saran atau langkah-langkah
perbaikan yang harus ditempubh;

d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati dengan
tembusan kepada Kepala Stasiun mengenai setiap masalah
lain yang dianggap penting bagi pengelolaan LPP Lokal;

e. melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang
ditentukan oleh Bupati; dan

f. memberikan laporan kepada Bupati secara berkala dan
tahunan tentang pelaksanaan tugasnya.

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka:

a. Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/361/2017
tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran
Publik Lokal Kabupaten Tabalong 2017-2022; dan

b. Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/499/2019
tentang Penunjukan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran
Publik Lokal Kabupaten Tabalong Dari Unsur Pemerintah
Daerah Periode 2019-2022.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung

pada tanggal ¥ &premboer X2
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Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua KPID Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.

3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

4. Yang bersangkutan.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 36\ /2022
TANGGAL (9 (epiewoer 2033

DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KABUPATEN TABALONG PERIODE 2022-2027

NO| NAMA/JABATAN DALAM DINAS NIK BEeE R L
UNSUR
1. | Kepala . Dinas Komunikasi dan ) Panisiintah
Informatika
2. | Abdul Halim, S.AP 6309031907860004 Penyiaran
3. | Dian Pelita, S.M. 3175014101910003 Masyarakat
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